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" Bisnis, Masyarakae, ~Para& pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk

kepastian Hukum, Menganalisis peranan hukum dagang dalam membentuk

Ekonomi Nasional kerangka bisnis yang sehat bagi masyarakat Indonesia.

@ @@ Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan

normatif yuridis dengan analisis terhadap peraturan

perundang-undangan dan kajian literatur yang relevan. Hasil
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Journal ofJustie, Law Studies, and Folitie sebagai fondasi penting dalam menciptakan lingkungan

usaha yang kondusif, mendorong iklim investasi, serta

memperkuat kepercayaan publik terhadap kegiatan ekonomi.

Namun, masih terdapat tantangan berupa ketidaksesuaian regulasi, lemahnya penegakan

hukum, serta rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.

Diperlukan pembaruan hukum dagang yang adaptif terhadap perubahan zaman serta

peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat agar kerangka bisnis nasional dapat
berkembang secara berkelanjutan dan inklusif.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi telah membawa dampak
signifikan terhadap sistem perdagangan di Indonesia (Kumala, 2021) . Aktivitas bisnis Kini
tidak hanya terbatas pada transaksi konvensional, tetapi juga mencakup perdagangan digital
dan lintas negara. Kondisi ini menuntut adanya perangkat hukum yang mampu mengatur dan
melindungi berbagai aktivitas bisnis secara adil dan berkeadilan. Hukum dagang hadir sebagai
instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi bisnis berlangsung sesuai
dengan prinsip kepastian hukum dan tanggung jawab social (Faslah, 2025). Peranan hukum
dagang menjadi sentral untuk membentuk kerangka bisnis yang kokoh dan berdaya
saing.Sejak masa kolonial, hukum dagang di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (KUHD), yang sebagian besar mengacu pada Wetboek van
Koophandel Belanda(Hukum & Lippo, n.d.). Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi
dan teknologi, banyak ketentuan dalamaKUHD yang dianggap tidak lagi relevan dengan
kondisi bisnis modern. Misalnya, pengaturan mengenai badan usaha, transaksi elektronik, dan
perlindungan konsumen masih membutuhkan pembaruan. Urgensi untuk memperbaharui
sistem hukum dagang menjadi suatu keharusan agar mampu memberikan arah dan dasar
yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hukum dagang memiliki fungsi ganda,
yaitu sebagai pengatur (regulator) dan sebagai pelindung (protektor) (Laia, Yusuf, & Bung
Karno, 2024). Hukum dagang menetapkan aturan main dalam kegiatan ekonomi agar setiap
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pelaku usaha mematuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Hukum dagang
memberikan jaminan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi bisnis, baik bagi pelaku
usaha besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah(limiah & Pendidikan, 2025). Dengan
adanya hukum dagang yang kuat, masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan
rasa aman, tertib, dan terhindar dari praktik curang yang merugikan.Di sisi lain, lemahnya
pemahaman hukum dagang di kalangan pelaku usaha kecil sering kali menimbulkan
persoalan hukum, seperti sengketa kontrak, pelanggaran perjanjian, dan ketidakpahaman
terhadap hak serta kewajiban hukum(Wardoyo & Budimah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa
peranan hukum dagang tidak hanya sebatas pengaturan normatif, tetapi juga berkaitan erat
dengan aspek edukatif dan sosial. Peningkatan literasi hukum bagi masyarakat bisnis menjadi
salah satu strategi penting dalam memperkuat kerangka hukum ekonomi nasional. Hukum
dagang juga berperan dalam menciptakan kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi
nasional. Dengan adanya kepastian hukum dalam transaksi dagang, para investor, baik
domestik maupun asing, merasa lebih aman untuk menanamkan modalnya di
Indonesia(Collins et al.,, 2021). Kejelasan hukum kontrak, perlindungan terhadap hak
kekayaan intelektual, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien merupakan aspek
penting dari sistem hukum dagang yang efektif. Keberadaan kerangka hukum yang jelas
mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan. Dalam era globalisasi
dan digitalisasi, tantangan hukum dagang semakin kompleks. Munculnya e-commerce,
fintech, dan perdagangan lintas batas menuntut hukum dagang yang lebih dinamis dan
adaptif(Mufrihah & Najmudin, 2024). Tanpa reformasi hukum yang memadai, potensi konflik
bisnis dapat meningkat dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hukum dagang
harus terus dikembangkan agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat
dan perkembangan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dagang memiliki
peranan strategis dalam membentuk kerangka bisnis bagi masyarakat. Melalui pengaturan
yang jelas, penegakan hukum yang kuat, serta peningkatan literasi hukum ekonomi, hukum
dagang dapat menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan bisnis yang sehat, adil, dan
berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh bagaimana hukum
dagang dapat memperkuat struktur bisnis masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara
kepentingan ekonomi, sosial, dan keadilan hukum.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum
yang berkaitan dengan hukum dagang, seperti KUHD, KUHPerdata, dan peraturan terkait
perdagangan modern, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami peranan hukum dagang
dalam membentuk kerangka bisnis masyarakat melalui kajian teori dan praktik hukum
ekonomi. Data penelitian diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan,
serta sumber akademik lain yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode
deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan peranan hukum dagang dalam konteks pembangunan
ekonomi serta mengidentifikasi kendala dan solusi implementatif dalam penerapannya di
masyarakat.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Hukum Dagang dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bisnis

Hukum dagang berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh
pelaku usaha. Tanpa adanya sistem hukum yang jelas, kegiatan bisnis akan rentan
terhadap sengketa dan ketidakpastian kontraktual(Azmi, Jakfar, Nugroho, Madura, &
Inda, 2025). Dengan regulasi yang baik, para pihak dapat mengetahui hak dan
kewajiban mereka secara seimbang. Hukum dagang juga mengatur tata cara
pembuatan kontrak, pelaksanaan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian apabila
terjadi wanprestasi. Hal ini memberikan jaminan keadilan dan stabilitas dalam dunia
usaha, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum
ekonomi nasional(llmiah & Pendidikan, 2025).

Kepastian hukum yang diciptakan oleh hukum dagang sangat penting dalam
menjaga kepercayaan antar pelaku usaha. Dalam kegiatan bisnis, kepercayaan
merupakan faktor utama yang menentukan kelangsungan hubungan kerja
sama(Cahyono et al., 2010). Jika suatu pihak merasa bahwa haknya tidak dilindungi
atau tidak ada kejelasan dalam penyelesaian sengketa, maka keinginan untuk
bertransaksi akan menurun. Di sinilah hukum dagang memainkan peran penting, yaitu
memberikan jaminan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memiliki dasar hukum yang
sah dan dapat ditegakkan. Para pelaku usaha dapat bertransaksi dengan rasa aman
dan percaya.

Lebih jauh, kepastian hukum juga menjadi faktor penentu dalam menarik minat
investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Investor memerlukan jaminan bahwa
modal yang mereka tanamkan akan terlindungi dari risiko hukum dan ketidakpastian
regulasi. Negara yang memiliki sistem hukum dagang yang kuat akan lebih dipercaya
oleh investor karena dianggap memiliki tata kelola bisnis yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, hukum dagang menjadi instrumen penting
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, karena kejelasan hukum mampu
menciptakan iklim usaha yang kondusif dan stabil.

Hukum Dagang Sebagai Instrumen Perlindungan Instrumen Masarakat

Selain memberikan kepastian hukum, hukum dagang juga berfungsi sebagai
instrumen perlindungan ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil
dan menengah (UMKM)(Amat & Yusuf, 2024). Hukum dagang berperan untuk
mengatur agar tidak terjadi praktik monopoli dan dominasi pasar yang merugikan
pelaku usaha kecil(Saryana, Tumangkar, Utomo, Anggraeni, & Munira, 2024). Dengan
adanya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, negara berupaya menciptakan
iklim usaha yang adil dan kompetitif.

Perlindungan ini penting karena pelaku UMKM sering kali menjadi pihak yang
paling rentan terhadap ketidakadilan ekonomi. Melalui perangkat hukum yang
mengatur hubungan kontraktual dan transaksi dagang, hukum dagang memberikan
jaminan agar pelaku usaha kecil tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha besar. Dalam
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perjanjian kemitraan, hukum dagang menjamin agar kerja sama dilakukan
berdasarkan asas keseimbangan dan saling menguntungkan(Adriaman & Irianto,
2021). Dengan demikian, hukum dagang tidak hanya melindungi kepentingan individu,
tetapi juga berperan sebagai alat pemerataan ekonomi nasional.

Hukum dagang juga memiliki peran penting dalam melindungi konsumen
sebagai bagian dari masyarakat ekonomi. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat mendapatkan jaminan atas hak-
hak mereka dalam memperoleh barang dan jasa yang layak, aman, dan sesuai
standar. Hukum dagang dan hukum perlindungan konsumen berjalan beriringan dalam
memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan,
tetapi juga memperhatikan aspek moralitas dan tanggung jawab sosial pelaku usaha.

Tantangan da Solusi Dalam Penerapan Hukum Dagang Moderen

Dalam praktiknya, penerapan hukum dagang di Indonesia masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti ketidaksinkronan peraturan, lemahnya penegakan hukum,
dan rendahnya literasi hukum ekonomi di masyarakat(Oetomo & Rahardiansah, 2025).
Banyak pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, yang belum memahami pentingnya
legalitas usaha dan kontrak yang sah. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak
pelanggaran dan sengketa yang sebenarnya dapat dicegah melalui pemahaman
hukum yang memadai. Salah satu tantangan terbesar adalah ketertinggalan regulasi
hukum dagang terhadap perkembangan teknologi digital(Astuti, Sulisman, & Tarigan,
2023). Dunia bisnis kini bergerak cepat ke arah digitalisasi, namun beberapa
ketentuan hukum masih berorientasi pada sistem perdagangan konvensional.
Transaksi daring (e-commerce) sering kali menimbulkan persoalan hukum baru seperti
keabsahan tanda tangan digital, perlindungan data pribadi, serta penipuan dalam
transaksi online. Pembaruan hukum dagang menjadi hal yang sangat mendesak agar
mampu mengakomodasi realitas ekonomi digital.

Penguatan lembaga penegak hukum ekonomi juga menjadi hal penting.
Penegakan hukum yang lemah sering kali menyebabkan pelanggaran di bidang
perdagangan tidak ditindak dengan tegas(Willyams, Cendikia, & 2025, 2025). Kondisi
ini menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang taat hukum. Pemerintah perlu
memperkuat koordinasi antar lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Kementerian Perdagangan, dan lembaga peradilan ekonomi, agar dapat menjalankan
fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif dan transparan. Untuk
menjawab tantangan tersebut, edukasi hukum bagi pelaku usaha harus terus
ditingkatkan. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan organisasi bisnis dapat
mengadakan pelatihan tentang hukum kontrak, perlindungan konsumen, dan tata
kelola perusahaan(Rafi, Tsany, S, & Citra, 2024). Dengan pemahaman hukum yang
baik, pelaku usaha dapat menghindari kesalahan administratif, mengelola risiko bisnis,
dan menjaga kepercayaan mitra kerja.

Penerapan hukum dagang modern juga membutuhkan kerjasama antara
sektor publik dan swasta. Dalam era globalisasi, dunia bisnis memerlukan sinergi
antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem
perdagangan yang adaptif dan berkeadilan. Penerapan prinsip-prinsip good corporate
governance, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi
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bagian integral dari pembaruan hukum dagang Indonesia menuju sistem ekonomi
yang tangguh, modern, dan inklusif.

4. SIMPULAN

Hukum dagang memiliki peranan strategis dalam membentuk kerangka bisnis yang
kuat dan berkeadilan bagi masyarakat. Melalui pengaturan yang jelas, hukum dagang
memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi para pelaku usaha, baik dalam
skala kecil maupun besar. Meskipun demikian, masih diperlukan pembaruan terhadap
sistem hukum dagang agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika
ekonomi global. Peningkatan literasi hukum, reformasi regulasi, dan penguatan lembaga
hukum ekonomi merupakan langkah penting dalam membangun fondasi bisnis nasional
yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, hukum dagang juga berperan sebagai
instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan
sosial masyarakat. Dengan sistem hukum yang transparan dan dapat ditegakkan, pelaku
usaha akan terdorong untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini
sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan menumbuhkan
budaya bisnis yang sehat.
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